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PUTUSAN
Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal dengan alamat rumah Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat kediaman di rumah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28
Januari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang pada tanggal 12 Februari 2019 dengan register perkara Nomor
503/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei
2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
884/Kua.11.34/2/DN/PW.02/XI11/2018 tertanggal 31 Desember 2018;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus Perjaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama terakhir dengan alamat rumah Kecamatan Pekalongan Selatan,
Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengabh;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama;
1) ANAK, Laki-laki, Umur 5 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua
Penggugat sebagaimana yang tercantuk diatas namun pada bulan
Desember tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama
tanpa ada alasan apapun dan Tergugat tinggal dengan orangtuanya tetapi
sejak itu tidak ada komunikasi sedikitpun dari Tergugat kepada Penggugat
dan pada bulan Januari tahun 2014 Penggugat datang kerumah orangtua
Tergugat serta menanyakan mengenai kejelasan status pernikahan tersebut,
Tergugat hanya diam dan tidak merespon apapun tetapi malah menjatuhkan
talak secara lisan dihadapan orangtua Tergugat dan kakak kandung
Penggugat, Penggugat langsung pulang kerumah orangtua yang pada saat
itu sebagai tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir batin sampai saat ini dan pada bulan Februari
tahun 2014 Penggugat pindah kerumah kontrakan sebagaimana yang
tercantum diatas untuk mencari nafkah serta kebutuhan hidup dalam rumah
tangga;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk
melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka
dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang
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Cqg. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di
muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh
sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan
mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT
(Penggugat) Nomor 471.1/08/SKD-Pem/1/2018 tanggal 4 Januari 2019
yang dikeluarkan oleh XXX bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P-1 ;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/Kua.11.34/2/ tanggal
31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXbukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat

menghadirkan dua orang saksi, yaitu:
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1. SAKSI |, bertempat tinggal di Kecamatan Pekalongan Timur
Kabupaten Pekalongan;
Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka
sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang
perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman
Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah pada tahun 2013,
akan tetapi saksi tidak mengenal Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat

2. SAKSI Il, bertempat tinggal di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama
Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena
saksi adalah paman Penggugat ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada bulan Mei 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak 5
(lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak ada tanggung
jawabnya kepada Penggugat karena Tergugat pergi dari rumah tanpa
alasan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal
tahun 2014;

- Bahwa sudah diadakan musywarah keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat,
karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat

menyatakan tidak keberatan;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap
(suppletoir) untuk menguatkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pernyataan saksi 1 (satu) yaitu SAKSI | yang dihadirkan
oleh Penggugat tidak kenal dengan Tergugat dan tidak tahu permasalahan
rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis
berpendapat bahwasanya pernyataan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan saksi 2 (dua) Kamsir
SAKSI I, maka Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir);
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai
dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan
dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita
acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana ternyata dalam
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 884/Kua.11.34/2/DN/PW.02/XI1/2018
tertanggal 31 Desember 2018; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena
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itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili
dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan
terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan
tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil
dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu
dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini
dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa
fotokopi sah Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat adalah suatu
akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan
kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa
fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena
dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh
karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh
karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan
langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat,
dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat
dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk
perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana
sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang
dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama
Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta saksi tidak mengenal
Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi tidak dapat diterima dan
ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat
di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus
menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan saksi tersebut,
Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di
persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat. Dan saksi Penggugat tersebut menyatakan
bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi
tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian,
maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan
Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang
berbunyi:

al 9>V plls 569 vz ply Proliuall PS> o oS> Wl a5 e
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah
haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan
tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan
Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar
biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 786.000,-( tujuh ratus delapan puluh enam ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI dan Muhammad Arif,
S.Ag.,M.Sl, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus
Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H.M. Anshori, SH., MH. Muhammad Arif, S.Ag., MSI
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Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan :Rp 690.000,
Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah  :Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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